EVALUAS| KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN
(STUDI PADA KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015/2016
GANJIL)

Oleh

RADITIYA FEBRIAN CAHYADI

FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASLAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016



ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF THE UNIVERSAL 9 YEARSBASIC
EDUCATION PROGRAM

(A Study in TheDistrict of Pesisir Barat in 2015/2016 odd)

By
Raditiya Febrian Cahyadi

This research program based on implementation of universal basic education at 9
years is not optimum in 2014/2015, with benchmark on average the low enrollment
rates. The condition of the enrollment education at Pesisir Barat is the lowest in
Lampung, namely 89,67 for elementary and 92,86 for junior high school, requiring
special attention in educationa development in other regions and optimalization in the
universal basic education of 9 years. This study attemps to find out the cause of
ineffective program implementation universal basic education 9 years in the district of
Pesisir Barat, and knowing governments efforts to solve the problems in the program.
The type used is research a case study by approach descriptive qualitative. The datais
primary data based on interviews informants and secondary data based on
documentation and archived officia related research. The result of this study
suggested that the universal basic education 9 years program not yet optimal due to
limited acces and education facilities, the low interest, awareness and motivation
education, limited budget, and educational management need to increase. To optimize
the use of the program for the sake of, formulated activity consisting of formal
activities, namely the alocation of funding assistance the implementation of
education (BDPP), assistance increase the student quality and assistance competency
test students who the targets were school tuition. And informal activities shape
Counseling and Socialization, namely The Importance of Education Early, PAKET B
dan PAKET C, and Awareness Public Education that the main target was the willage
community in each subdistrict in the Pesisir Barat.

Achievement of universa 9 year basic education programe said the educationa
opportunities that what based on public education (primary and junior high school),
the attainment of the enrollment rate to decrease from the previous year and number
of education participation rate show that many children who have not attended school.
Number of children who have not schools based on economic factors, social and
cultural, demographic and geographical factors. This research stated that universal 9



years basic education programe in Pesisir Barat not successful, it is based the problem
indicator in activity implementation and an indicator of these activities.

Keywords: Evaluation, Policies, The 9 Years Universal Basic Education Program,
The District of Pesisir Barat.



ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN
(Studi Pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015/2016 Ganjil)

Oleh

Raditiya Febrian Cahyadi

Penelitian ini didasari Program Wajib Belgar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum
optimal pada 2014/2015 dengan tolak ukur rata-rata angka partisipasi pendidikan
yang rendah. Kondisi APK pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yang terendah se-
Provinsi Lampung yaitu 89,67 (SD) dan 92,86 (SMP) membutuhkan perhatian khusus
dalam pembangunan pendidikan di Daerah dan pengoptimalan dalam Program Wajib
Belgar 9 Tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab belum
optimalnya pelaksanaan program Wajib Belgar Pendidikan Dasar 9 tahun di
Kabupaten Pesisir Barat dan mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
dalam mengoptimalkan program tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah
studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah data
primer yaitu berdasarkan wawancara dengan informan dan data sekunder yang
diperoleh berdasarkan dokumentasi dan arsip-arsip resmi terkait penelitian. Penelitian
ini mengemukakan bahwa belum optimalnya Program Wajar Dikdas 9 Tahun di
Pesisir Barat disebabkan keterbatasan akses dan sarana pendidikan, rendahnya minat,
kesadaran dan motivasi berpendidikan masyarakat, keterbatasan biaya dan
pengel olaan pendidikan yang perlu peningkatan. Demi mengupayakan pengoptimalan
program, diformulasikan kegiatan yang terdiri dari kegiatan forma yaitu Alokasi
Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan, Pendampingan peningkatan mutu siswa,



dan Pendampingan uji kompetensi siswa yang sasarannya adalah peserta didik. Serta
kegiatan informa yang bentuknya penyuluhan dan sosidisasi, yaitu Pentingnya
Pendidikan Sejak Dini, PAKET B dan PAKET C, dan Kegiatan Kesadaran
Pendidikan Masyarakat yang sasaran utamanya adalah masyarakat Pekon di setiap
Kecamatan di Pesisir Barat.

Pencapaian dari kegiatan program wajib belgar 9 tahun tersebut menyatakan bahwa
angka partisipasi pendidikan yang ada hanya berdasarkan data pendidikan umum
(SD, SMP), pencapaian angka partisipass mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya dan jumlah angka partisipas menunjukkan banyak anak yang belum
bersekolah. Banyaknya anak yang belum bersekolah didasari faktor ekonomi, sosia
budaya, demografi dan geografis. Penelitian ini menyatakan bahwa program wajib
belgar 9 tahun di Pesisir Barat tidak berhasil didasari indikator permasalahan
implementasi dan indikator capaian kegiatan yang ada.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Wajib Belgar Pendidikan Dasar 9 Tahun,
Kabupaten Pesisir Barat.
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan
negara karena kecerdasan, kemampuan, dan karakter bangsa di masa depan
banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Peran Pendidikan
sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing
dan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi guna

meningkatkan produktivitas.

Terpenuhinya hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan
ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus
menjadi investas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hal tersebutlah
mengapa pembangunan pada sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama
dan begitu penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Besarnya peran
sektor pendidikan ini mendorong pemerintah memberikan perhatian yang lebih

pada sektor pendidikan.

Pemerintah telah menempuh beberapa langkah dalam mewujudkan keinginan
tersebut, salah satunya seperti yang tertuang pada keputusan Mahkamah

Konstituss Nomor 13/PUU-V1/2008, bahwa Pemerintah harus menyediakan



anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.

Upaya untuk pemenuhan pemerataan pendidikan, dicanangkan dalam Program
Wajib Belgar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Berdasarkan Undang-undang
Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, pemerintah berupaya meningkatkan
taraf kehidupan rakyat dengan mewgjibkan semua warga negara Indonesia
yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar

dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.

Pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan
sumberdaya manusia telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas
Pendidikan Lampung 2010, di mana sektor pendidikan telah dirumuskan 6
persodlan dasar pendidikan, yaitu: 1) Memperluas dan memeratakan akses
PAUD yang bermutu; 2) Memperluas dan memeratakan akses Pendidikan yang
bermutu; 3) Memperluas dan memeratakan Pendidikan Menengah dan Tinggi
yang bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 4) Memperluas dan
memeratakan akses Pendidikan Nonformal dan Informal yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat; 5) Mewujudkan tata kelola dan sistem pengendalian
mangemen yang efektif dan efisien, dan; 6) Memprioritaskan Pendidikan

Agamadan Budi Pekerti untuk Pembangunan Pendidikan Spiritual.

Upaya peningkatan pendidikan menjadi agenda penting Pemerintah Provinsi
dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat IPM Provins Lampung yang

menempati posisi terendah di Pulau Sumatera menjadi persoalan serius. Pada



bulan Oktober tahun 2015, BPS mensosialisasikan hasil kesimpulan selain
posisi IPM Lampung yang masih terendah se-Sumatera : indikasinya berasa
dari indikator Pendidikan dan Kesehatan (http://lampost.co/beritalipm-
kesehatan-dan-pendidikan-lampung-terendah-se-sumatera.html diakses pada 10

Desember 2015 pukul 17.40 WIB).

Tabel 1: IPM Kabupaten/ Kotadi Provinsi Lampung 2012 — 2014

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2012 — 2014
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014
Lampung Barat 62,51 | 63,21 | 63,54
Tanggamus 61,14 | 61,89 | 62,67
Lampung Selatan 62,68 | 63,35 | 63,75
Lampung Timur 65,10 | 66,07 | 66,42
Lampung Tengah 65,60 | 66,57 | 67,07
Lampung Utara 63,93 | 64,00 | 64,89
Way Kanan 62,79 | 63,92 | 64,32
Tulang Bawang 64,11 | 6491 | 65,83
Pesawaran 59,98 | 60,94 | 61,70
Pringsewu 65,37 | 66,14 | 66,58
Mesuji 57,67 | 58,16 | 58,71
Tulang Bawang Barat 60,7/ | 61,46 | 62,46
Pesisir Barat - 58,95 | 59,76
Bandar Lampung 72,88 | 7393 | 74,34
Metro 72,86 | 74,27 | 74,98
LAMPUNG 64,87 | 65,73 | 66,42

(Sumber : Statistik Daerah Lampung 2015)
Tabel di atas merupakan uraian data persentase |IPM Kabupaten/ Kotamadya di
Provins Lampung dari tahun 2012 hingga 2014. Tabel 1 menggambarkan
bahwa IPM terendah selama tiga tahun berturut-turut berada di Kabupaten
Mesuji. Walaupun angka IPM-nya naik di tiap tahun, akan tetapi selalu

menduduki angkaterendah di Provinsi Lampung.



IPM Lampung terus mengalami peningkatan yang signifikan di setiap
tahunnya. Positioning Kabupaten/ Kota yang menunjukkan bahwa diluar
Bandarlampung dan Metro menunjukkan bahwa Program Wajib Belgar 9
Tahun belum bisa berjalan dengan optimal, khususnya untuk Kabupaten
Mesuji yang terus menerus berada di peringkat terbawah. Asumsi tersebut
dicetuskan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesgahteraan Rakyat
Bappeda Provinsi Lampung, Fitrianita Damanhuri yang berpendapat:

"Program pendidikan sembilan tahun yang belum optimal ini menjadi

permasalahan pembangunan bidang pendidikan yang ada di Lampung.

Itu diluar rasio guru yang secara angka ideal namun distribusinya

tidak merata ditiap kabupaten/kota dan per mata pelgjaran. Apalagi

dengan fakta bahwa distribusi sekolah masih belum merata terutama

didaerah tertinggal, terpencil dan terluar diwilayah Provins

Lampung,” (http://www.saibumi.com/artikel -68932-ipm-

lampung-terendah-di-sumatera. html#ixzz3rj5SFwvX 2 diakses
pada 10 Desember 2015 pada pukul 05.40 WIB)

Taufik Hidayat (Kepala BAPPEDA Provins Lampung), menyebutkan bahwa
kinerja elemen terkait masih belum maksimal dalam mengel ola persoalan APK
(http://www.radarlampung.co.id/read/pendidikan/90145-pendidikan-penyebab-
rendahnya-ipm-di-lampung diakses pada 15 Desember 2015 pukul 17.15
WIB). Persoaan pengelolaan APK masih belum merata di provinsi Lampung.
APK memang cenderung mengalami peningkatan, namun Angka Melek Huruf
(AMH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menjadi indikator
pembangunan pendidikan pada IPM disebutkan mengalami peningkatan yang

tidak signifikan.

Berikut merupakan publikasi APK dan APM terbaru untuk Provinsi Lampung

berdasarkan partisipasi padatingkat pendidikan dari tahun 2013 hingga 2015:



Tabel 2: Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, 2013-2015

2013 2014 2015
Jenis SMm/ SMm/ SMm/

Angka %a/kw SMP | S oy | SMPL | o sDmE | smPr | oM
Partisipasi et MTY MTY | Paket MTY

P A | paketp | MA/ | PaketA | oiap | MA A | paketB | MA

Paket C Paket C Paket C
APK 11073 | 8547 | 6381 | 11274 | 8676 | 6849 | 11338 | 100,83 | 73.90
APM 9741 | 7496 | 5348 | 9798 | 7798 | 5764 | 9832 | 7820 | 5839

(Sumber: www.bps.go.id)

Tabel 2 menunjukan perkembangan angka partisipas kasar (APK) dan angka

partisipasi murni (APM) Provins Lampung sgjak tahun 2013 hingga tahun

2015. Dapat dilihat bahwa APK dan APM Lampung terus mengalami

peningkatan di tiap tahunnya. APK pada tingkat partisipasi pendidikan SD

meningkat dengan persentase selalu diatas 100 persen, hal

tersebut

menjelaskan bahwa banyak anak yang tidak berada pada kategori usia

pendidikan di SD masih bersekolah di tingkat sekolah dasar.

Pada tingkat pendidikan SMP APK Provinss Lampung meningkat menjadi

diatas 100 persen pada tahun 2015, yaitu sebesar 100,83. Sedangkan untuk

APM provins Lampung masih berada pada persentase di kisaran 90 persen

untuk tingkat pendidikan SD sedergjat, yaitu 98,32 pada tahun 2015. Untuk

partisipasi di tingkat SMP dan SMA sedergjat justru lebih rendah, yaitu sebesar

78,20 persen untuk SMP sedergjat dan 58,39 persen untuk SMA sedergjat.

Untuk memperjelas keterangan data partisipasi pendidikan di Lampung,

peneliti

akan menunjukan perkembangan Angka Partisipas Sekolah

berdasarkan kategori usia sgjak tahun 2013 hingga 2015 dalam bentuk tabel.




Tabel 3: Angka Partisipasi Sekolah, 2013-2015

2013
7-12thn 13-15 thn 16-18 thn 19-24 thn
99,03 91,06 64,41 16,19
o 2014
Afimpz)?]‘ggs 7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn 19-24 thn
99,56 94,01 6875 18,67
2015
7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn 19-24 thn
99,62 94,24 69,04 18,81

(Sumber: www.bps.go.id)

Tabel 3 menunjukkan peningkatan APS sgak tahun 2013. Pada tabel dapat
dilihat bahwa partisipasi pada kategori usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun relatif
tinggi, yaitu diatas persentase 90 persen. Sedangkan partisipasi untuk usia
kategori 16-18 tahun dan 19-24 tahun begitu rendah. Tahun 2015 menunjukan
tingkat partisipasi yang paling tinggi untuk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun,

yaitu sebesar 69,04 persen dan 18,81 persen.

Selama tiga tahun terakhir, kondisi pendidikan Provinsi Lampung relatif
membaik. Badan Pusat Statistik Lampung merilis indikator pendidikan yang
menyatakan APS, APK dan APM meningkat, angka buta huruf berkurang dan
porsi masyarakat yang menamatkan jenjang sekolah SMP dan SMA
bertambah. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2014 berdasarkan kelompok
usia 7-12 tahun sebesar 99,56 persen, 13-15 tahun sebesar 94,01 persen, dan

16-18 tahun sebesar 68,75 persen.

APK dan APM di Provins Lampung pada jenjang tingkat pendidikan SD,
SMP dan SMA cenderung mengalami peningkatan dan relatif membaik.

Didukung dengan bertambahnya persentase penduduk yang menamatkan



sekolah senjang SMP dan SMA serta menurunya persentase penduduk yang
tidak atau belum sekolah dan tidak memiliki ijazah SD selama 2012-2014
(Statistik Daerah Lampung 2015 diunduk pada 17 November 2015 pukul 13.13

WIB).

Rendahnya angka IPM Lampung yang berasal dari komponen pendidikan yaitu
AMH dan APS disebutkan karena program Wajar Dikdas 9 tahun belum
berjalan optimal. Padahal, melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 18
Tahun 2014 pemerintah telah mengesahkan di berlakukannya Program Wajib

Belgar 12 Tahun guna menjamin pemerataan memperoleh akses pendidikan.

Pada tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah
mempublikasikan hasil APK dan APM untuk tiap provinsi berdasarkan
partisipasi pendidikan untuk tiap kabupaten dan kotamadya yang berjenjang
dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah sedergjat. Data yang
di publikasikan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan tersebut merupakan

akumulasi APK dan APM untuk tahun 2013/2014.



Berikut

adalah data APK dan APM Provins Lampung berbasis

Kabupaten/K otamadya berdasarkan jenjang pendidikannya:

Tabel 4: APK dan APM Provinsi Lampung 2013/2014

K abubaten/ APK APM
Kot:rg:deyna PAUD SD SMP SM. D SMP M.
Sederajat | Sederajat | Sederajat | Sederajat | Sederajat | Sederajat

Lampung Selatan 49,08 117,98 98,22 57,34 96,09 70,74 40,08
Lampung Tengah 71,75 109,39 98,67 56,81 95,70 71,60 46,25
Lampung Utara 53,62 99,90 98,88 76,57 95,64 72,33 63,56
L ampung Barat 51,84 112,70 101,03 65,33 95,62 72,57 43,58
Tulang Bawang 44,89 113,73 101,01 52,55 95,30 75,21 41,88
Tanggamus 54,69 104,38 96,30 52,18 96,20 67,42 42,90
Lampung Timur 96,31 121,96 96,85 59,52 96,47 69,37 43,85
Way Kanan 42,27 113,56 96,97 61,64 95,46 70,80 48,65
Pesawar an 44,72 103,59 102,44 50,52 82,97 78,64 35,12
Pringsewu 35,16 104,67 100,90 87,59 82,13 77,51 61,01
Mesuji 48,79 107,01 97,30 50,22 80,65 68,92 31,44
;ggt‘g Bawang 39,93 99,06 96,81 65,61 80,35 69,03 49,91
Pesisir Barat - 89,67 92,68 65,55 74,34 64,14 41,87
Bandar Lampung 77,66 114,58 97,16 99,52 96,03 73,86 77,61
Metro 91,96 109,01 108,43 115,87 95,99 89,58 91,62
Jumlah 57,33 108,08 98,91 67,79 90,60 72,78 50,62

(Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemendikbud RI)

Data dari tabel 4 menunjukkan bahwa akumulasi dari APK pendidikan usia

dini dan SMA sedergjat begitu rendah, yaitu sebesar 57,33 persen untuk PAUD

dan 67,79 untuk SMA Sedergat di Lampung. Sedangkan APK tingkat

pendidikan SD sedergat mencapai 108,08 dan 98,91 untuk APK SMP

sedergjat. Akumulasi untuk APM Provinsi Lampung pada tingkat pendidikan

SD sedergjat adalah sebesar 90,60 persen, 72,78 persen untuk SMP sedergjat

dan 50,62 untuk SMA sedergjat.

Merujuk pada tabel 4, dapat dilihat bahwa APK Paud terendah berada pada

Kabupaten Pringsewu dengan nilai 35,16. Untuk APK SD sedergjat terendah

berada pada Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai 89,67. Pesisir Barat juga




menduduki APK SMP sedergjat terendah dengan nilai 92,68 persen.
Sedangkan, APK SMA sedergjat terendah berada pada Kabupaten Mesuji

dengan nilai 50,22 persen dan 31,44 persen untuk APM SMA sedergjat.

Kategori tingkat partisipasi murni terendah untuk jenjang pendidikan SD dan
SMP sedergjat juga di pegang oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai 74,34
untuk SD sedergjat dan 64,14 untuk SMP sedergjat. Sedangkan untuk kategori
APK tertinggi untuk Paud dan SD sedergat serta APM untuk SD sedergjat
berada pada kabupaten Lampung timur dengan nilai 96,31 untuk paud dan
121,96 untuk APK SD sedergjat, serta 96,47 untuk APM SD sedergjat.
Kotamadya Metro memimpin untuk APK dan APM tertinggi pada tingkat
pendidikan SMP dan SMA sedergjat dengan nilai 108,43 dan 115,87 untuk
APK SMP dan SMA sedergjat, 89,58 untuk APM SMP sedergjat tertinggi dan

91,62 untuk APM SMA sedergjat tertinggi di Provinsi Lampung.

Bertolak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kebijakan
dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan pendidikan di
Lampung. Khususnya kebijakan terhadap program Wagjib Belgar 9 tahun di
Provins Lampung dengan studi kasus bertempat di Kabupaten Pesisir Barat,

Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang telah di urai, partisipas pendidikan di Provins
Lampung relatif meningkat di setiap tahunnya. Namun yang menjadi persoalan
adalah permasalahan tingkat partispas pendidikan yang relatif rendah dan

berada di bawah rata-rata seperti halnya Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji.
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Berkaitan dengan program Wajib Belgiar 9 Tahun yang prioritas utamanya
adalah pendidikan tingkat dasar berjenjang hingga sekolah menengah pertama,
tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat yang relatif rendah
menjadi permasalahan yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti hasil
pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tentang

program Wajib Belgjar 9 Tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian
ini adalah:
1. Mengapa Program Wagjib Belgjar 9 Tahun belum bisa berjalan optimal di
Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan program Wagjib

Belgar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat?

C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Mengetahui penyebab belum optimalnya Program Wajib Belgar 9
Tahun di Kabupaten Pesisir Barat, Provins Lampung.
2. Mengetahui kegiatan Pemerintah dalam mengoptimalkan Program

Wajib Belgar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat, Provins Lampung.
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D. Manfaat Pendlitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam
mengembangkan ilmu baik secara konsep maupun teori kebijakan
khususnya formulasi kebijakan, serta dapat membantu para peneliti lain

sebagai referens penelitiannya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dalam mengatasi permasalahan pembangunan terutama
mengenai pembangunan pendidikan bagi pemerintah maupun

masyarakat luas.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori, Prosesdan Konsep dalam Kebijakan Publik

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi dan
sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk

manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Setidaknya terdapat empat bentuk pemaknaan dari kebijakan publik. Yang
pertama adalah memahami kebijakan publik sebagai decision making.
Yang kedua, kebijakan dimaknal sebagai serangkaian fase kerja pejabat
publik. Ketiga, kebijakan publik bisa berupa “intervensi” sosio cultural
dengan mendayagunakan berbaga instrumen untuk mengatasi persoalan
publik. Sedangkan lapis pemaknaan paling dalam adalah bagaimana
memahami kebijakan publik sebagai interaksi Negara dengan rakyat dalam
rangka mengatasi persoalan publik.
(http://ratnadwi pa.blogspot.co.id/2008/12/definisi -dan-klasifikasi -

kebijakan_11.html/m=1)
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1. Teori dan Studi Kebijakan

a. Kebijakan Publik Sebagai suatu Bentuk Intervensi

Dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervens
yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan
kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, agar mereka dapat

hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secaraluas.

Adapun teori kebijakan publik yang diklasifikasikan dalam teori intervensi
negara, salah satunya adalah James E. Anderson (1978. 33) yang
berpendapat bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai
maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sgumlah aktor dalam
mengatasi suatu masalah atau persoalan. Teori ini diklasifikasikan dalam
intervens: pemerintah dalam sosio kultural. Implikasi dari pandangan
tersebut adalah bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang

mengarah tujuan daripada perilaku atau tindakan yang kebetulan.

Setidaknya dalam arti positif kebijakan publik selalu didasarkan atau
dilandaskan pada peraturan/ undang-undang yang bersifat memaksa

(otoratif). (James E Anderson, 1979:3)

Soebakti dalam Samudro Wibowo (1994:190) menyebutkan bahwa
kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa
program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat. Kesimpulan dari

pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebaga tindakan yang
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dilakukan oleh pemerintah dan kedua, kebijakan publik sebagai keputusan

pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Sementara, Thomas R Dye dalan Riant Nugroho (2014:126)
mendefinisikan kebijakan publik sebagal segala sesuatu yang dikerjakan
pemerintah, mengapa dilakukan dan hasil yang membuat sebuah

kehidupan bersama tampil berbeda.

Menurut Chandler dan Plano dalam Hessel Nogi S (2003:2) kebijakan
publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada
untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam teori
ini  kebijakan publik merupakan bentuk intervenss Negara untuk

melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung.

Dengan demikian, kebijakan publik merupakan sebuah fakta strategis
daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagal sebuah strategi maka di
dalam kebijakan publik sudah terangkum prefrensi politis dari para aktor
yang terlibat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses
perumusan. Kebijakan publik tidak sga bersifat positif, namun juga
negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu

dan menolak yang lain. (Riant Nugroho, 2014:130)

Proses intervens yang dilakukan pemerintah dalam pemecahan masalah
sosia yang terlihat dalam beberapa definisi dan teori masih sangat
tergantung pada keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak

mel akukan tindakan.
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Proses intervensi lebih banyak menjadi salah satu bentuk pemaknaan
kebijakan dalam klasifikasi administratif atau berbentuk decision making.
Seperti halnya definisi dari Easton yang dikutip Leo Agustino (2009:19),
kebijakan publik dimaknai sebaga alokasi nilai untuk seluruh masyarakat,
namun dalam ha ini, pemerintah masih bersifat otoritatif terhadap
kebijakan tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas
dalam system politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu
pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-

nilai.

. Studi dan Kategori Kebijakan

Perkembangan kehidupan dan bermasyarakat secara langsung membawa
perkembangan dalam pemaknaan publik. Hal yang semula merupakan
urusan individu dapat sgja berkembang menjadi urusan publik. Hal-ha
yang kemudian disepakati menjadi urusan publik selanjutnya diatur
dengan sebuah tindakan bersama atau aturan sosiad dan bahkan juga

sampal kepada aturan yang dilegalkan oleh pemerintah.

Wayne Parsons (2005:3) mengatakan apabila ide kebijakan publik
mengandung anggapan bahwa ada ruang atau domain dalam kehidupan
yang bukan privat atau murni milik individual, namun milik bersama atau
milik umum.publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang
perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosia,

atau setidaknya oleh aturan bersama.
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Parsons (2005:4-5) kemudian menjelaskan bahwa pada awa abad ke-19
para ahli ekonomi politik menawarkan cara memecahkan ketegangan atau
konflik antara kepentingan publik dan privat dengan gagasan pasar

(market).

Penegasan bahwa hubungan antara ruang publik dan ruang privat adakah
sesuatu yang lebih baik didefinisikan melalui pasar dan kebebasan untuk
memilih (freedom of choice) ketimbang melalui intervenss Negara ke

dalam kepentingan publik (Parsons, 2005:8).

Dalam pengkategoriannya, terdapat banyak kategori kebijakan publik.

Berikut adalah definisinya menurut para ahli;

a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural, kebijakan substantif
yang dimaksud adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan
dilakukan oleh pemerintah, sementara kebijakan prosedural adalah
tentang bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulatory versus Kebijakan
Redistributif. Kebijakan distributif menyangkut pelayanan atau
kemanfaatan pada masyarakat atau individu, sedangkan kebijakan
regulatori merupakan batasan atau pelarangan terhadap perilaku
individu atau kelompok masyarakat. selanjutnya, kebijakan
redistributif adalah mengatur tentang alokasi kekayaan, pendapatan,
kepemilikan, atau hak diantara berbagai kelompok dan masyarakat.

c. Kebijakan Materiad dan Kebijakan Simbolik. Kebijakan materiad

adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplit
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pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolik adalah
kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
d. Public Goods Policy dan Private Goods Policy. Public goods policy
adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan
untuk publik, sementara private goods policy adalah kebijakan yang

mengatur pemberian atau pelayanan untuk pasar bebas.

2. Tahapan Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks
karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikgji.
Kebijakan dibuat untuk mengatas masalah yang terjadi di masyarakat
(public), biasanya suatu masalah sebelum masuk ke daam agenda
kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal ini
isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah
tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan
pandangan mengena sifat masalah itu sendiri, sehingga isu kebijakan
merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evauasi

masalah (Winarno, 2012: 82).

Adapun proses atau tahapan kebijakan publik selgjutnya setelah masalah
yang ada telah menjadi isu kebijakan, antara lain sebagai berikut
(Winarno, 2012: 36):
a. Tahap Penyusunan Agenda

Mengumpulkan masalah-masalah yang menjadi isu publik menjadi

satu kesatuan kedalam suatu agenda kebijakan yang akan dibahas,
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oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini masalah-masalah yang
dikumpulkan akan dipilih sesuai dengan kesepakatan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan antar pembuat kebijakan (Winarno,

2012: 36).

. Tahap Formulas Kebijakan

Masadah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang telah
dikumpulkan didefiniskan untuk kemudian dicari pemecahan
masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasa dari berbagal
macam alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Seluruh alternatif
kebijakan akan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil

untuk memecahkan masalah(Winarno, 2012: 36).

. Tahap Implementas Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan €lit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Keputusan program yang
telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada harus
diimplementasikan, yakni  dilaksanakan oleh  badan-badan
administrass maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
K ebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administras
yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi  ini  berbagal kepentingan akan saling bersaing.

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana
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(Implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang

oleh para pelaksana(Winarno, 2012: 37).

d. Tahap Evaluas Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan diambil atau
dievaluas, untuk melihat sgauh mana kebijakan yang dibuat telah
mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik yang pada dasarnya
dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, dalam ha ini
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,
ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar
untuk meminta apakah kebijakan publik telah diraih dampak yang

diinginkan(Winarno, 2012: 37).

Tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan,
dan proses selanjutnya adalah evaluas terhadap implementas,
kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi
penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan

yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil(Subarsono, 2012: 12).

3. Konsep dan Metode Evaluasi Kebijakan

Evaluas merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini. Secara
umum evaluas kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak.
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James Anderson dalam buku Winarno (2012:230) membagi evaluas
lebijakan ke dalam tiga tipe yang didasarkan pada pemahaman para
evauator terhadap evaluasi, yaitu:

. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Yang artinya
evaluas kebijakan dipandang sebaga kegiatan yang sama pentingnya
dengan kebijakan itu sendiri. Evaluasi seperti ini akan mendorong
terjadinya konflik karena evaluator yang berbeda akan menggunakan
kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang
berbeda dari kebijakan yang sama.

. Evaluasi yang fokus kepada bekerjanya kebijakan atau program tertentu.
Evaluas ini akan membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiens
dalam melaksanakan program. Namun evaluasi tipe ini memiliki
kelemahan, yakni kecenderungan untuk menghasilkan informasi yang
sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

. Evaluas kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif
program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya
bagi masyarakat dan melihat sgauh mana tujuan-tujuan yang telah
dinyatakan tersebut tercapai. Evaluas sistematis diarahkan untuk melihat
dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sgauh mana

kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Untuk melakukan evaluas yang baik dengan margin kesalahan yang
minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evauasi
kebijakan. Salah satunya adalah Edward A. Suchman (Winarno, 2012:233)

yang mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:
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1. Mengidentifikas tujuan program yang akan dievaluas

2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

6. Beberapaindikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Dampak dari suatu kebijakan mungkin sangat jauh dari yang diharapkan
atau diinginkan, tetapi kebijakan pada dasarnya mempunyai konsekuensi -
konsekuensi yang penting bagi masyarakat. Kebijakan akan memberikan
sumbangan bagi berlakunya tertib sosial, dukungan terhadap pemerintah
dan penghargaan pribadi sebagai pertimbangan-pertimbangan yang saling

berkaitan (Winarno, 2012:240).

Evaluas dalam bahasa yang lebih singkat digunakan untuk melihat sgauh
mana program kebijakan meraih dampak yang diinginkan. Seperti halya
daam tahap implementasi, tahap evaluasi kebijakan pun juga mendapat
kendala seperti misalnya ketidakjelasan tujuan, tantangan dari para birokrat

dan lain sebagainya.

William N. Dunn (2003:608) menjelaskan bahwa gambaran utama evaluasi
adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Karena
itu evaluas mempunyai sgjumlah karakteristik yang membedakannya dari

metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:
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1. Fokus nilai. Evaluas berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada
penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan
program.

2. Interdepedens fakta-nilai. Tuntutan dari evaluasi tergantung kepada
“fakta” maupun “nilai” dan pemantauan merupakan prasyarat bagi
evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluas bersifat retrospektif
dan setelah aksi-aks dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga
mencakup premis-premis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum
aksi-aksi dilakukan.

4. Duadlitas nilai. Nilai-nila yang mendasari tuntutan evaluasi
mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebaga tujuan dan

sekaligus cara.

Fakta bahwa berbagai macam teknik dapat digunakan dengan lebih dari satu
metode analisis kebijakan menunjukan sifat saling ketergantungan dari

perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evauas

dalam analisis kebijakan.

William N. Dunn (2003:624) memenerangkan teknik analisis survey-pemakai
(user-survey analysis) yang merupakan serangkaian prosedur untuk
mengumpulkan informasi mengenai evauabilitas suatu kebijakan atau
program dari calon penggunadan pelaku kebijakan lainnya. Instrumen utama
daam pengumpulan informasi pada teknik ini adalah wawancara formal

dengan sgjumlah pertanyaan terbuka.
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B. Tinjauan Tentang Dampak dan Permasalahan Kebijakan

1. Dampak Kebijakan

Output kebijakan adalah berupa benda yang dikerjakan pemerintah. Aktifitas
kegiatan tersebut diukur dengan standarisas yang jelas. Sedangkan outcome
kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh dari

kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya.

Outcome kebijakan yang di uraikan oleh Leo Agustino (Dasar-dasar
Kebijakan Publik, 2012:191) mengharuskan untuk mengetahui apa yang
ingin diselesalkan dengan kebijakan yang dikeluarkan (objektivitas
kebijakan), bagai mana usaha untuk melaksanakannya (program) dan apayang
dikerjakan terhadap hasil yang dicapai objeknya (dampak dan hubungannya

dengan kebijakan).

Menurut Leo Agustino (2012:191), dampak dari kebijakan memiliki beberapa
dimensi, yaitu:

1. Pengaruhya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan
melibatkan masyarakat. Harus didefiniskan sigpa yang akan
terpengaruh kebijakan; apakah orang miskin, pengusaha kecil, anak
sekolah, guru atau lainnya. Selanjutnya ditentukan dampak kebijakan
yang dimaksud. Lebih jauh lagi bahwa kebijakan dapat berakibat yang
diharapkan atau yang tidak diharapakan, atau bahkan keduanya.

2. Kebijakan dapat berdampak pada situasi dan kelompok lain; atau

dapat disebut juga dengan eksternalitas atau spillover effect.
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3. Kehijakan dapat berpengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya
pada kondisi yang ada pada saat ini.
4. Kebijakan dapat berdampak tidak langsung yang merupakan

pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

William Dunn menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan
dakam menentukan aternatif terpilih, antaralain:
1. Effectiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran
yang telah dirumuskan.
2. Efficiency, yaitu apakah kebijakan tang akan diambil itu seimbang
dengan sumber daya yang tersedia.
3. Adequacy, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah cukup memadal

untuk memecahkan masal ah yang ada.

Evaluas kebijakan menjadi lebih sulit bila dipertimbangkan secara eksplisit
pada fakta dimana efek dari kebijakan berbentuk simbolik (tidak nyata) dan
juga pada bentuk material. Gabriel Almond dan G. Powell (1966:199)
mengungkapkan hasil kebijakan yang berbentuk simbolik merupakan
penegasan nilai tertentu oleh elite berbentuk: arakan bendera, pasukan dan
upacara militer; kunjungan pejabat atau petinggi. Hasil kebijakan yang
berbentuk simbolik membawa perubahan yang tidak nyata pada kondisi

sosidl.
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2. Permasalahan Kebijakan

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan
dengan baik. Winarno (2012:215) menyajikan enam tipe kebijakan yang
berpotens untuk menimbulkan masalah. Keenam tipe kebijakan tersebut
adalah:

1. Kebijakan baru. Sifat dari tipe kebijakan ini membuat kebijakan baru
cenderung sukar dilaksanakan. Ada bebergpa aasan yang
memperkuat proporsi ini. Diantaranya adalah 1) saluran komunikasi
yang maju belum di bangun. 2) Tujuan yang ditetapkan seringkali
tidak jelas. 3) Tipe kebijakan yang baru cenderung menghadapi
ketidakkonsistenan petunjuk pelaksanaan. 4) Program baru
mempunyai kemungkinan besar menghadapi langkanya sumber-
sumber. 5) Jika program dipandang tidak konsisten dengan misi
utama badan pelaksana, maka program tersebut cenderung mendapat
prioritas dari sumber yang rendah dari para pelaksana. 6) Program
baru seringkali membutuhkan tindakan yang tidak konsisten dengan
cara yang telah lazim dilakukan. 7) kebijakan baru mungkin diubah
oleh para pelaksana untuk menyesuaikan dengan SOP lama yang
tepat. Dengan demikian, faktor penyebab kegagalan tipe kebijakan
baru adalah karena belum dipenuhi syarat bagi implementasi
kebijakan yang efektif.

2. Kebijakan yang Didesentralisasikan. Kebijakan tipe ini seringkali
menghadapi permasalahan implementasi. Implementas  yang

didesentralisasikan berarti melibatkan banyak orang. Hal ini
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cenderung menimbulkan distorsi. Jarak jauh antara pelaksana dengan
perumus kebijakan juga mendorong terjadinya kesalahpahaman.
Kebijakan ini akan menimbulkan dua permasalahan dasar, yaitu
permasal ahan komunikasi dan pengawasan.

. Kebijakan  Kontroversial.  Kebijakan  seperti  ini  harus
mengkompromikan banyak kepentingan yang saling berseberangan.
Perbedaan kepentingan akan mendorong perlawanan baik dalam
aspek kelembagaan atau individu.

. Kebijakan yang Kompleks. Kebijakan ini memiliki unsur yang sama
dengan kebijakan kontroversial. Kebijakan yang kompleks biasanya
memiliki banyak tujuan dan karena kebijakan ini begitu rumit, para
pembentuk kebijakan puncak seringkali tidak mengetahui bagaimana
menetapkannya secara khusus. Kebijakan yang kompleks seringkali
mencakup persoalan yang sangat teknis dan implementasi mungkin
dihambat oleh kurang tersedianya personil yang terampil.

. Kebijakan yang berhubungan dengan Krisis. Krisis, terutama yang
melibatkan negara lain, menimbulkan beban khusus dalam pelaksana
kebijakan. Hal ini akan mendorong terjadinya banyak kesulitan dalam
mengimplementasi kan kebijakan.

. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Keputusan pengadilan
dianggap cenderung untuk keliru dalam pelaksanaannya. Hal ini
disebabkan saluran forma untuk mentransmisikan keputusan-
keputusan pengadilan kurang memadai, sedangkan saluran informal

sangat kurang dapat dipercaya.
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C. Tinjauan Tentang Peran Pemerintah dalam Sektor Pendidikan

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan perencanaan
pendidikan (educational planning). Secara induk tentang pendidikan (master
plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan
tentang pendidikan (policy of education) namun istilah tersebut sebenarnya
memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang
ditunjukan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009:107-108)
(http://kajianteori.com/2013/03/kebijakan-pendi dikan-pengertian-kebijakan-

pendidikan.html diakses pada 20 maret 2016 pukul 02.33 WIB).

Pemerintah selaku pelaksana berjalannya suatu negara memiliki fungsi
penting dalam pembangunan yang berfungs sebagai stabilisasi, aokas dan
distribusi dalam hal pemerataan pembangunan. Perlunya peran dan fungsi
pemerintah dalam pembangunan tidak pernah terlepas dalam permasal ahan
perekonomian yang terjadi. Hal tersebut diakibatkan intervensi pemerintah
baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk
meminimalisir kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga

monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta.

Intervensi pemerintah secara langsung dapat berupa penetapan harga
minimum (floor price) yang bertujuan untuk melindungi produsen, terutama
untuk produk dasar pertanian. Selain itu ada penetapan harga maksimum
(ceiling price) atau harga eceran tertinggi yang bertujuan untuk melindungi

konsumen. Intervensi pemerintah secara tidak langsung dapat berupa pajak
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dan pemberian subsidi. Kebijakan seperti ini ditempuh pemerintah dalam

upaya pengendalian harga untuk menekan lgju inflasi.

Kemiskinan dan keterbelakangan seringkali menjadi permasalahan utama
daam menghadapi pembangunan. Kemiskinan yang disebabkan karenan
rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya daya beli. Sedangkan,
keterbelakangan merupakan suatu keadaan ketertinggalan yang dapat dilihat

dari berbagai aspek maupun bidang.

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keterbelakangan tersebut, perlu
adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah demi menciptakan
stabilisass dalam perekonomian dan pembangunan. Adanya intervens
pemerintah tersebut berasal dari John M. Keynes yang menghasilkan banyak
intervens kebijakan ekonomi pada era terjadinya Great Depression. Dimana
pokok utama dari teori Keynes adalah mengenai “Peranan Pemerintah” yang
sebelumnya diharamkan dalam teori ekonomi klasik.
(http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.html  diunduh pada

13 April 2016 pukul 20.38 WIB).

UUD 1945 mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga
negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapatkan pendidikan dan memperolen manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesgjahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan.
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Selain itu, pemerintah juga tel ah mengesahkan pengal okasian anggaran untuk
pengelolaan pendidikan dengan ketentuan minima 20% dari APBN yang
diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 49 tentang Pengalokasian

Dana Pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan umum penjelasan pada Undang-Undang No.20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan
Nasional berkewagjiban untuk mencapai visi Pendidikan Nasiona akan
pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu “Terwujudnya Sistem
Pendidikan Sebagai Pranata Sosial Yang Kuat dan Berwibawa untuk
Memberdayakan Semua Warga Negara Indonesia Berkembang Menjadi
Manusia Yang Berkualitas Sehingga Mampu dan Proaktif Menjawab

Tantangan Zaman Yang Selalu Berubah™.

Daam rangka pembangunan kualitas pendidikan perlu disusun suatu
perencanaan sebagal landasan penyusunan kebijakan dan program dalam
menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan, nasional, dan global.
Master Plan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2005-2020 sesuai
dengan tugas pokok dan fungs (tupoks)) Dinas Pendidikan Provins
Lampung, mengeluarkan Renstra Dinas Pendidikan merupakan dokumen
perencanaan pembangunan pendidikan di Provins Lampung tahun 2015-
2019 sebagai pedoman umum penyusunan kebijakan, dengan landasan

sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15
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Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiondl;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasiondl;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah K abupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Pendidikan;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan
PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyel enggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan di Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
Peraturan Daerah Provins Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provins Lampung Nomor 13
Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi

Lampung.
Berdasarkan Perda nomor 17 tanggal 23 Desember 2000 tentang struktur lem-
baga Dinas Provins Lampung, secara teknis dan administratif Dinas

Pendidikan bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

pendidikan di Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya.

Tinjauan tentang Program Wajib Belgjar 9 Tahun

Pendidikan dasar adalah jenjang terbawah dari sistem persekolahan nasional.
Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan
kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang
diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik
yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Dalam
konteks ini, yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan

umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di
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Sekolah Dasar (SD) dan tigatahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau
satuan pendidikan yang sedergjat. Program Wajib Belgjar 9 Tahun merupakan

perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 7 — 15 tahun.

Pelaksanaan Wagjib Belagar Pendidikan Dasar (WaarDikdas) 9 Tahun
dicanangkan oleh Presiden Indonesia pada tangga 2 Me 1994, dan
pelaksanaannya dimulai tahun garan 1994/1995. Wajar Dikdas 9 Tahun
bukanlah wajib belgjar dalam arti compulsory education yang dilaksanakan di
negara-negara maju yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar
peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib
belgar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belgar adalah tidak ada orang tua
yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan

(4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan
universal education daripada compulsory education. Universal education
berussha membuka kesempatan belgar dengan menumbuhkan aspirasi
pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan.
Dengan demikian Wajar Dikdas 9 tahun di Indonesia Iebih mengutamakan:
(1) pendekatan persuasif; (2) tanggung jawab mora orang tua dan peserta
didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai
kemudahan yang disediakan; (3) pengaturan tidak dengan undang-undang
khusus; dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu

peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar.
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Bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program Wajar
Dikdas 9 Tahun terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat
SD maupun SMP, yaitu: (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan
SMP Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong; (2) Rumpun SD
dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan
SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu; (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah
yang terdiri atas Program Kelompok Belgjar Paket A dan B (Kgar Paket A
untuk setingkat SD dan Kegar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus
Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok

Pesantren.

Secara rinci, bentuk-bentuk satuan pendidikan dasar yang menyel enggarakan
program Wajar Dikdas 9 Tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP vyang diselenggarakan oleh
pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi situasi yang normal;

(2) SD/ISMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di
daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang
berlaku;

(3) SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan
pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain
yang tidak dapat datang secarateratur untuk belgjar di sekolah;

(4) SD/ISMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan

pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau



mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum
yang berlaku di sekolah.

(5) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang
berciri khas agama |slam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau

masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama.

Sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bagian ketentuan umum pada pasal 1
ayat 18 tercantum pengertian wajib belgar, yaitu program pendidikan
minimal yang harus diikuti warga Negara Indonesia atas tanggung jawab
pemerintah dan pemerintah daerah. Mencermati dalam UU tersebut,

penggunaan istilah “harus” berkonotasi pada “kewajiban”.

Sementara dalam UUD 1945 dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak
setigp warga Negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tanggung
jawab pemerintah yang diberikan kepada setiap warga Negara Indonesia.
Kewagjiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setigp orang dan

bilamana orang tersebut tidak melaksanakan maka akan mendapat sanksi.

Sesual dengan pengertian program wajib belgar 9 tahun yang diterapkan di
Indonesia, berbentuk lebih kepada universal education daripada compulsory
education. Dimana tidak dikenakan sanksi bagi para orang tua anak apabila
anak tidak bersekolah atau putus sekolah namun lebih kepada tanggung jawab

moral agar merasaterpanggil dan berpartisipasi dalam pendidikan nasional.
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Sementara, “hak belajar” yang disebutkan didefinisikan sebagai sesuatu
yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah sepatutnya
mendapatkan. Dalam praktiknya, kata “wajib blajar” yang tercantum
adalah pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar dan setiap warga
Negara “wajib” mengikuti pendidikan dasar. Kedua pengertian berbeda

yang disatukan ini tentunya menjadi rancu.

Kebijakan wajib belgjar yang bersifat publik, ditujukan untuk memenuhi
hak asasi setigp warga Negara untuk memperoleh pendidikan sesuai
dengan tujuan pendidikan di Indonesia. UU No. 2 Tahun 1989 juga tidak
secara eksplisit memuat wajib belgar pendidikan dasar 9 tahun dalam

bab tersendiri.

Pelaksanaan program yang merupakan universal education, tidak bersifat
paksaan melainkan lebih bersifat bimbingan yang diberikan oleh
pemerintah kepada setiap orang tua agar menyekolahkan anaknya. Pada
UU No. 20 Tahun 2003, seperti yang disebutkan pada pasal 1 bahwa
setigp warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program
wajib belgar. Dapat dilihat bahwa kewajiban bersekolah terasa lebih

tidak terikat jika dilihat dari kata “dapat mengikuti”.

E. Kerangka Pikir

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam mengukur
keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. Segak tahun 2012,

IPM Lampung berada pada urutan terendah dalam teritorial Pulau Sumatera
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yang tepatnya berada di bawah Provinsi Aceh. Rendahnya IPM Lampung
disebabkan komponen pendidikan dengan angka statistik yang terbilang
rendah dan menghasilkan pandangan bahwa program Wajib Belgjar 9 Tahun

belum berjalan dengan optimal.

Mengacu kepada teori Anderson, kebijakan atau arah tindakan yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan Wgjib Belgar Pendidikan
Dasar 9 Tahun yang diregulasikan dalam mengatasi permasalahan partisipasi

pendidikan dasar.

Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Program Wajib Belgiar 9 Tahun.
Studi kasus dalam penelitian ini didasarkan kepada rendahnya partisipasi

pendidikan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Pengukuran dalam keberhasilan kebijakan atau program Wajib Belgar 9
Tahun bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar
usia 7-15 tahun. Tingkat angka partisipasi pendidikan yang relatif rendah
(APK, APM, dan APS) merupakan indikator utama dalam kegagaan
kebijakan pada program Wagjib Belgar Pendidikan Dasar 9 Tahun di

Kabupaten Pesisir Barat.

Mengacu pada permasadahan kebijakan, Winarno (2012:215) telah
menjabarkan permasalahan kebijakan berdasarkan tipe kebijakannya
Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan Wajib Belgar 9 Tahun dikategorikan
dalam kebijakan yang Didesentralisasikan. Program Wajib Belgar 9 tahun

masuk dalam kebijakan didesentralisasikan serta tergolong dalam studi
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kebijakan publik yang dalam implementasinya bersifat privat. Menurut
Winarno, kebijakan tipe ini akan menimbulkan dua permasalahan dasar, yaitu
pada persoalan komunikasi (koordinasi) dan persoalan pengawasan dalam

pel aksanaannya.

Konsep evaluas dalam penelitian ini mengacu pada konsep Anderson
(Winarno, 2012:230), yaitu konsep evaluas sistematis yang melihat secara
objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur
dampaknya bagi masyarakat dengan berpijak pada sgauh mana kebijakan

tersebut menjawab kebutuhan atau masyarakat.

Pelaksanaan langkah evaluasi pada penelitian ini mengacu pada langkah
evaluass Edward A. Suchman (Winarno, 2012:233) yang akan
mengidentifikasi tujuan program yang dilaksanakan, menganalisis,
mendeskripsi dan mengukur kegiatan dan tingkatan perubahan yang terjadi

dalam pelaksanaan program Wajib Belgar 9 Tahun.
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[11. METODE PENELITIAN

A. TipePenditian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Tipe penelitian studi kasus, dalam arti penelitian
difokuskan pada satu kasus atau fenomena sgja yang dipilih dan ingin dipahami
secara mendalam. Kasus atau fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini
adalah kebijakan Dinas Pendidikan dalam mengoptimalkan program Wajib

Belgjar 9 Tahun.

Mengenai tipe penelitian studi kasus, Yin (2002: 1) menyatakan bahwa secara
umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan
suatu penelitian berkenaan dengan how dan why, bila pendliti hanya memiliki
sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan
bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam
konteks kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus
karena pada penelitian ini terdapat sebuah kasus atau fenomena yang menjadi
objek penelitian yaitu evaluasi terhadap kebijakan program wajib belgar 9 tahun

yang belum optimal.
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B. FokusPenditian

Adapun batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu dengan
melihat indikator evaluasi pada kerangka pikir. Pengukuran keberhasilan
program yang diukur melalui tingkat partisipasi pendidikan dan indikator
permasalahan pada konsep permasalahan kebijakan dari Winarno dengan
kategori tipe kebijakan yang didesentralisasikan. Menurut Winarno, setidaknya
menghasilkan dua permasalahan dasar dalam tipe kebijakan tersebut, yaitu

persoalan komunikasi (koordinasi) dan persoalan pengawasan.

Kgian diatas mengiring fokus pada penelitian ini melalui evaluas terhadap
indikator capaian pengukuran partisipasi pendidikan dan persoalan dasar yang
menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui penyebab
belum optimalnya program Wajib Belgar 9 Tahun dan kegiatan pemerintah

dalam mengoptimalkan program tersebui.

C. Lokas Pendlitian
Berdasarkan fokus penelitian yang berdasarkan kepada evaluasi kebijakan
Program Wagjib Belgjar 9 Tahun, dapat dilihat pada data yang diuraikan bahwa
angka partisipasi pendidikan dalam jenjang 7-15 tahun yang relatif rendah berada
pada Kabupaten Pesisir Barat, sehingga lokasi pada penelitian ini berada di

Kabupaten Pesisir Barat.
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D. JenisData

1. DataPrimer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung
dari sumber datanya. Sifatnya up to date, dan peneliti harus mengumpulkannya
secara langsung, Sumber data Primer berupa wawancara langsung dengan
narasumber/informan. Data primer diperoleh dari sgumlah informan yang
berasal dari lembaga yang terkait dan berinteraksi langsung dengan permasalahan
Program Wagjib Belgar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat.

Data primer ini berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang
telah ada. Sumber data sekunder adalah dokumen atau arsip resmi yang telah
dirilis maupun belum dirilis. Data yang diperoleh dari BPS, buku, Laporan,
jurnal dan publikasi dari kementrian. Peneliti memperoleh data sekunder dari
instansi yang mempublikasikan data terkait program Wajib Belgar 9 Tahun
seperti BPS, Kemendikbud dan tulisan lainnya secara online.

Untuk mendapatkan data primer melaui wawancara, target yang menjadi
informan adal ah sebagai berikut:

a. Ketua Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat
Tempat wawancara : Kantor Disdik Kabupaten Pesisir Barat

Duras : + 30 menit
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b. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dari Dinas Penididikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Barat
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Barat

Duras : + 60 menit

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini mengacu pada teknik purposive
yang mengacu pada W. Lawrence Neuman (2007), dimana peneliti memilih
informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria harus sesuai
dengan topik penelitian dan harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah
penelitian. Adapun kriteria informan yang akan dijadikan sumber informasi atau
data dalam penelitian ini adalah yang bertanggung jawab dan memiliki peran
dalam terlaksananya program dari Wajar Dikdas 9 Tahun, yaitu adalah sebagai

berikut:

1. Ketua Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
Bidang yang merencanakan pembangunan-pembangunan di segala aspek
Pendidikan yang ada di Pesisir Barat.

2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pesisir
Barat. Bidang yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan dan

pengawalan program wajib belgar 9 tahun di Kabupaten Pesisir Barat.



3. Staf Pelaksana dari Dinas Pendidikan Pesisir Barat yang melaksanakan
kegiatan-kegiatan dalam Program Wajib Belgjar Pendidikan Dasar 9 Tahun
di Pesisir Barat, dan

4. Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan Pesisir Barat dalam

mel aksanakan kegiatan dari Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Pesisir Barat.

F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dimaknai sebagai kegiatan
dalam upaya mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti membuat suatu
gambaran kompleks, mendliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan
responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Creswell, 1998:15).
Untuk memperoleh informasi terkait belum optimalnya program Wajar Dikdas 9
Tahun di Pesisir Barat, mengetahui indikator permasalahan pada program dan
upaya dalam mengatasinya memerlukan teknik wawancara dan observasi. Hal ini
diperlukan untuk mendapat jawaban yang valid dalam penelusuran informasi agar

dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian.

1. Wawancara

Mengacu pada langkah evaluasi milik Suchman, terdapat beberapa identifikasi
pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi, yaitu : 1) apakah yang
menjadi isi dari tujuan program? 2) siagpa yang menjadi target program? 3) kapan

perubahan yang diharapkan terjadi? 4) apakah tujuan yang ditetapkan satu atau



banyak (unitary or multple)? 5) apakah dampak yang diharapkan besar? 6)
bagai manakah tujuan tersebut tercapai? Ke enam pertanyaan tersebut merupakan
pokok bahasan yang akan menjadi bahan wawancara untuk melakukan riset

evaluasi terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

Wawancara yang dilakukan menggunakan metode tatap muka, yaitu dengan
mendatangi informan yang berada di instansi-instansi dan lembaga-|lembaga yang
dianggap memahami tema dari penelitian ini. Informan yang menjadi sumber
data dalam penélitian ini adalah:

1. Ketua Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Ketua Bidang DikdasMen Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

3. Tim/Staf Pelaksana Program dari Dinas Pendidikan Pesisir Barat.

s

Tim Pengawas kegiatan dari Dinas Pendidikan Pesisir Barat.

2. Dokumentas

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagali data sekunder pendukung data

primer dalam penelitian ini antaralain adalah:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Rencana Strategis Pembangunan Provins Lampung 2015 - 2019;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Jangka Panjang
Daerah (RJPD) Kabupaten Pesisir Bardt;

4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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5. RencanaKinerja Tahunan (RKT) 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

terkait Program Wajib Belgjar 9 Tahun ;

3. Triangulasi Data

Triangulas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggali
infformasi yang didapat dari para informan dan dari dokumentasi yang

diperoleh sehingga data yang didapat benar-benar data yang valid dan benar.

Wawancar adengan
Informan

Data valid

Dokumentas

G. Teknik Pengolahan Data
Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah
mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data

sebagaimana yang disebutkan oleh Moleong (2006: 151) meliputi:

1. Editing
Tahap editing, peneliti memperbaiki kalimat-kalimat hasil wawancara yang
dianggap tidak baku atau kurang baku dan menggantinya dengatan kata atau
kalimat yang lebih baik dan baku. Sehingga semua data hasil wawancara

yang ditampilka (display) adalah kalimat-kalimat yang baik dan baku.
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2. Interpretasi Data
Peneliti menggali makna yang terdapat di dalam infomarsi-informasi hasil
wawancara.Selanjutnya peneliti menampilkan hasil interpretasi dari hasil

wawancara di bagian bawah kutipan wawancara.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduks Data (Data Reduction)
Peneliti mereduksi data-data yang diperoleh yang dianggap kurang ada
kaitannya dengan tema penelitian ini.Sehingga yang tersagji dalam penelitian
ini adalah informasi-informasi yang sudah direduksi sesuai dengan tema

penelitianini.

2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka data-data tersebut di tampilkan dalam bab hasil

dan pembahasan.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Kesimpulan yang di kemukakan adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan

data-data yang telah terkumpul yang telah diolah pada penelitian ini.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Program Wagjib Belgjar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu
bentuk kebijakan pendidikan yang diperuntunkan untuk publik (public goods
policy). Dasar peraturan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah diwagjibkan
memberikan dan melaksanakan pendidikan dimana setigp masyarakat
memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tersebut. Dalam
program ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membimbing dan
mengakomodir serta dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat demi
kesediaan masyarakat untuk kelangsungan pendidikan anak dan melanjutkan

pendidikan anak pada jenjang tertentu.

Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan program wajib belgiar 9 tahun di
Pesisir Barat pada tahun 2014/2015 yang dinyatakan belum bisa berjalan
optimal dikarenakan;

(1) keterbatasan akses dan sarana pendidikan;

(2) rendahnya minat, kesadaran dan motivasi pendidikan dari masyarakat;
(3) keterbatasan biaya, dan;

(4) pengelolaan pendidikan yang perlu peningkatan.
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Demi menjawab kebutuhan tersebut, Disdikbud Pesisir Barat telah melakukan
upaya yang berbentuk kegiatan pada program wajib belgar 9 tahun pada
tahun 2015/2016 ganjil. Kegiatan yang dimaksud berbentuk formal dan
informal. Sasaran dari kegiatan formal adalah masyarakat yang bersekolah,
sedangkan sasaran kegiatan informal adalah masyarakat berbasis pekon baik

yang bersekol ah ataupun tidak bersekolah.

Kegiatan tersebut terdiri dari alokas Bantuan Dana Penyelenggaraan
Pendidikan (BDPP), Pendampingan Peningkatan Mutu Siswa (OSN, O2SN
dan FL2SN untuk SD dan SMP/sedergat), dan Pendampingan Uji

Kompetens Siswa (LUN dan UAS untuk SD dan SMP/sedergjat).

Sementara, kegiatan informa terdiri dari Penyuluhan dan Sosialisasi
Pentingnya Pendidikan Sejak Dini (PAUD), Penyuluhan dan Sosiaisas
PAKET B dan PAKET C, serta Penyuluhan dan Sosidisasi Kesadaran

Pendidikan.

Kegiatan pada program yang telah diimplementasikan menghasilkan capaian
yang menjadi tolak ukur indikator keberhasilan dari program wajib belgjar 9
tahun ini. Berdasarkan data yang didapatkan, capaian angka partisipasi yang
ada menunjukkan bahwa angka Partisipas Pendidikan yang dimiliki
Disdikbud Pesisir Barat tidak menyeluruh atau tidak lengkap karena hanya

berdasarkan jenjang pendidikan umum (SD/SMP). Pencapaian angka
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partisipasi menunjukkan penurunan partisipasi sgjak tahun 2014, demikian
dengan jumlah angka partisipasi pendidikan yang ada menunjukkan banyak
anak yang belum bersekolah dengan anggapan anak yang bersekolah di Ml

dan MTstermasuk di dalamnya.

Jumlah angka partisipasi pendidikan yang ada menunjukkan masih banyak
anak yang belum bersekolah. Hal ini disebabkan faktor ekonomi, faktor
demografi, faktor geografi dan faktor sosial budaya di Kabupaten Pesisir

Barat.

Proses implementasi kegiatan disertai dengan hasil pencapaian dari kegiatan
menunjukkan bahwa program wajib belgjar 9 tahun di Pesisir Barat pada
tahun 2015/2016 ganjil tidak berhasil. Indikator ketidakberhasilan program ini
didasari oleh  tahapan pada proses implementasi dan capaian dari
implementasi kegiatan yang meliputi:

Kapasitas Implementator yang belum memadai baik kuantitas dan kualitas
Kondisi Lingkungan pada aspek geografi dan demografi

Akses sarana dan prasarana

Partisipasi kegiatan yang minim dari pihak kelompok sasaran kegiatan
Instrument kegiatan yang tidak relevan dengan indikator tolak ukur, dan

o a0~ WD PF

K esigpan Pemerintah Daerah yang belum bisa berjalan dengan optimal.



98

B. Saran
Program Wagjib Belgar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus mendapatkan
perhatian khusus. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya Dinas
Pendidikan hendaknya meregulasikan kegiatan khusus dalam mengakomodir
dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini
diperlukan menciptakan kesediaan masyarakat dalam melaksanakan

pendidikan dasar dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tertentu.

Pemerintah Daerah hargpannya bisa lebih bijak dalam menanggapi
permasalahan ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta keadaan demografi
dan geografis wilayah. Pengutamaan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas
aparatur teknis dan penertiban pembendaharaan data sangat diperlukan bagi
penuntasan program wajib belgar di Pesisir Barat. Bukan hanya pada program
wajib belgjar, tapi ini berlaku untuk pelaksanaan teknis kebijakan yang akan

diimplementasikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam banyak hal, sehingga apabila
ada peneliti yang ingin melakukan riset di masa yang akan datang dengan
tema yang serupa, diharapkan dapat menyempurnakan data-data dan referens

yang lebih baik lagi.
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